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BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan yang baik dan ideal
merupakan syarat utama bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan
demokratis. Setiap Negara pada dasarnya membutuhkan prinsip-prinsip pokok
yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu prinsip
yang ada di pemerintahan modern adalah demokrasi yang menempatkan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, menjadi pilar utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip partisipasi rakyat dalam proses
pengambilan keputusan menjadi ciri khas dari demokrasi itu sendiri, sehingga
masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut
menentukan arah pembangunan.

Di Indonesia, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak semata-mata
ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan berlandaskan pada semangat
permusyawaratan yang menekankan kebebasan serta kebersamaan.
Musyawarah (Syura) dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dalam
suatu forum atau agenda yang dilakukan secara mufakat. Secara ideal, rakyat
Indonesia pun dituntut untuk mengedepankan musyawarah sebagai sarana
mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila,
yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.” Musyawarah untuk mufakat merupakan ciri

khas bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Tujuan



